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Abstrak 
Hukum waris merupakan salah satu bagian dari hukum perdata secara keseluruhan dan 
merupakan bagian terkecil dari hukum kekeluargaan, hukum waris adat erat kaitanya dengan 
ruang lingkup kehidupan manusia, sebab setiap manusia akan mengalami kematian. Tujuan 
dari penelitian ini adalah untuk mengetahui kedudukan anak laki-laki dan perempuan dalam 
sistem pembagian warisan pada masyarakat adat di Desa Barang Kecamatan Cibal Kabupaten 
Manggarai dan mengetahui apakah ada keberterimaan kaum perempuan terhadap sistem 
pembagian warisan di Desa Barang Kecamatan Cibal Kabupaten Manggarai.Penelitian ini 
menggunakan metode hukum empiris dengan cara mengambil sampel menggunakan deskriptif 
kualitatif. Lokasi penelitian ini dilakukan di Desa Barang Kecamatan Cibal Kabupaten 
Manggarai. Teknik pengolahan dan analisis data secara kualitatif. Kedudukan anak laki-laki dan 
perempuan dalam sistem pembagian harta warisan pada masyarakat adat di desa Barang 
dillihat pada saat proses kelahiran. Anak laki-laki (ata one) adalah berstatus sebagai ahli waris, 
sedangkan anak perempuan (ata pe’ang) sejak dilahirkan dia sama sekali bukan berstatus 
sebagai ahli waris dan ternyata anak perempuan itu ketika sudah menikah sering diberikan 
sesuatu oleh orang tuanya “Widang”. 

 
 

Kata kunci: Adat, harta warisan, Proses Pewarisan, Ahli Waris, 
 

Abstract 

Inheritance law is one part of civil law as a whole and is the smallest part of family law, 
customary inheritance law is closely related to the scope of human life, because every human 
being will experience death. The purpose of this study was to determine the position of boys 
and girls in the inheritance distribution system of indigenous peoples in Desa Barang, 
Kecamatan Cibal, Kabupaten Manggarai Regency and find out whether there is acceptance of 
women to the inheritance distribution system in Desa Barang, Kecamatan Cibal, Kabupaten 
Manggarai. Empirical legal method by taking samples using qualitative descriptive. The location 
of this research was carried out in Desa Barang, Kecamatan Cibal, Kabupaten Manggarai. 
Qualitative data processing and analysis techniques. The position of sons and daughters in the 
inheritance distribution system for indigenous peoples in Desa Barang is seen during the birth 
process. A son (ata one) is an heir, while a daughter (ata pe'ang) is not an heir at all and it turns 
out that when a girl is married, her parents often give her something "Widang".  

 
Keywords:  Custom, inheritance, process of inheritance, heirs, acceptance. 
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PENDAHULUAN 
Hukum waris merupakan salah 

satu bagian dari hukum perdata secara 
keseluruhan dan merupakan bagian 
terkecil dari hukum kekeluargaan, 
hukum waris adat erat kaitanya 
dengan ruang lingkup kehidupan 
manusia, sebab setiap manusia akan 
mengalami kematian. Waris 
kebanyakan dilakukan saat kedua 
orang tua sudah meninggal dunia, 
setiap keluarga pasti menghendaki 
agar pembagian harta warisan 
dilakukan dengan benar (sesuai aturan 
yang berlaku) dan adil bagi setiap ahli 
warisnya. KUHPerdata memandang 
hak mewaris adalah hak kebendaan 
atas harta kekayaan dari orang yang 
meninggal dunia (Pasal 528 
KUHPerdata), di samping itu, Pasal 
584 KUHPerdata menyebutkan hak 
waris sebagai salah satu cara untuk 
memperoleh hak milik sedangkan 
cara-cara untuk memperoleh hak milik 
diatur dalam buku II KUHPerdata, 
sehingga hukum waris ditempatkan 
dalam buku II KUHPerdata.  

Hukum adat adalah salah satu 
aturan hukum yang masih digunakan 
dalam proses pewarisan, proses 
pewarisan adat memiliki aturan sendiri 
diluar dari hukum positif yang berlaku 
proses pewarisan yang 
mengedepankan musyawarah sebagai 
landasanya adalah hal terpenting agar 
keselarasan dan kerukunan dalam 
keluarga tetap terjaga, pewarisan 
mempunyai arti dan pemahaman 
sebagai salah satu proses beralihnya 
harta peninggalan pewaris kepada ahli 
warisnya. Pewaris adalah perpindahan 
berbagai hak dan kewajiban tentang 
kekayaan seseorang yang meninggal 
dunia kepada oerang lain yang masih 
hidup.  

Masyarakat adat di desa Barang 
ini banyak perempuan memiiki peran 
yang sama atau bahkan melebihi 
peran laki-laki, baik dari segi 

pendidikan, ekonomi bahkan sosial. 
Banyak tempat dan kedudukan laki-laki 
yang kini telah diduduki oleh 
perempuan, hal tersebut dapat dilihat 
dari kehidupan sehari-hari baik dalam 
keluarga maupun dalam lingkungan 
sosial. Dengan kata lain perempuan 
juga melakukan banyak perubahan 
serta perkembangan yang sangat 
berpengaruh dalam keluarga. 
Meskipun demikian masih banyak pula 
perempuan yang mendapatkan bagian 
sangat minim dalam pembagian harta 
warisan, kebanyakan perempuan juga 
masih menjadi kaum yang dilemahkan 
dalam konteks waris sehingga di 
pandang pantas dengan mendapatkan 
bagian yang sangat minim dari harta 
warisan. 

 Hukum adat di desa Barang 
kecamatan Cibal, Kabupaten 
Manggarai ini penting di angkat karena 
pada masyarakat adat didalamnya 
dalam proses pembagian harta 
warisan tidak sama atau tidak adil 
antara anak laki-laki dan perempuan. 
Masyarakat adat di Desa Barang 
Kecamatan Cibal, Kabupaten 
Manggarai yang menganut sistem 
patrilineal yang mengikuti garis 
keturunan “Bapak “dalam sistem ini 
yang berhak menerima harta warisan 
adalah ata one (laki-laki) sedangkan 
ata pe’ang (perempuan) tidak memiliki 
hak atas harta warisan, hal ini 
disebabkan karena masyarakat adat di 
Desa Barang Kecamatan Cibal, 
Kabupaten Manggarai ini menganggap 
bahwa ata one (laki-laki) yaitu pemilik 
klen sedangkan ata pe’ang yaitu orang 
yang keluar dari klen.  
 
METODE 
 

Lokasi dalam penelitian ini 
adalah di Desa Barang Kecamatan 
Cibal Kabupaten Manggarai. Pemilihan 
lokasi ini dikarenakan pada 
masyarakat adat di Desa Barang 
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dalam proses pembagian warisan 
mengikuti sistem patrilineal yang 
dimana mengikuti garis keturunan 
Bapak. Penelitian ini mengguankan 
metode hukum empiris dengan cara 
mengambil sampel menggunakan 
deskriptif kualitatif. Adapun tujuan dari 
penelitian ini adalah Untuk mengetahui 
kedudukan anak laki-laki dan 
perempuan dalam sistem pembagian 
warisan pasa masyarakat adat di Desa 
Barang, Kecamatan Cibal, Kabupaten 
Manggarai dan mengetahui apakaah 
ada keberterimaan kaum terhadap 
sistem pembagian warisan di Desa 
Barang, Kecamatan Cibal, Kabupaten 
Manggarai. Teknik pengumpulan data 
dalam penelitian ini adalah observasi, 
wawancara dan dokumentasi. Penulis 
menggunakan metode deskriptif 
kualitatif dalam penelitian ini, (Adnyani, 
2015: 68-80). Metode kualitatif dengan 
studi pustaka yang dianalisis secara 
deskriptif (Adnyani, 2021 : 59). yaitu 
memaparkan hasil analisis bahan 
hukum primer, bahan hukum sekunder 
dan bahan hukum tersier. Dianalisis 
secara kualitatif (Adnyani, 2014 : 35), 
yang dideskripsikan karena sesuai 
dengan sifat dari masalah serta tujuan 
yang ingin diperoleh dari penelitiannya.  
 Penelitian ini merupakan 
deskriptif maka dalam memperoleh 
bahan hukum yang sebanyak-
banyaknya dilakukan melalui berbagai 
teknik yang disusun secara sitematis 
untuk mencari pengumpulan bahan 
hukum hasil penelitian yang sempurna 
(Adnyani, 2016 : 223)Setelah dilakukan 
penyajian bahan hukum  Langkah 
selanjutnya yakni penarikan kesimpulan 
(Adnyani, 2015: 68-80). Bentuk dari 
penerapan Teknik ini yaitu 
menggunakan model Analisa 
hermeneutic hukum yaitu melakukan 
Analisa berupa penafsiran-panafsiran 
hukum terkait permasalahan yang 
terjadi. 

 
 
HASIL DAN PEMBAHASAN 

 1. Kedudukan Perempuan dan laki-
laki dalam sistem pembagian warisan 
pada masyarakat adat di Desa 
Barang, Kecamatan Cibal, Kabupaten 
Manggarai 

Menurut temuan dilapangan 
bahwa penulis dapatkan bahwa anak 
laki-laki adalah berstatus sebagai ahli 
waris, sedangkan anak perempuan 
sejak dilahirkan dia sama sekali bukan 
berstatus sebagai ahli waris, 
berdasarkan wawancara yang saya 
lakukan sekalipun anak perempuan itu 
mendapatkan sesuatu dari orang 
tuanya sama sekali itu bukan warisan. 
Karena belaskasihan sebagai orang 
tua kepada anak yang perempuan 
maka ketika mereka menikah, sering 
terjadi anak perempuan itu diberikan 
sesuatu oleh orang tuanya, atau dalam 
istilah di Desa Barang “Widang” yang 
artinya pemberian perlengkapan 
rumah tangga dari pihak keluarga 
wanita, misalnya kain adat, 
perlengkapan tidur, barang-barang 
dapur, dan aneka macam perabot 
rumah tangga lainya. Agar bisa 
mengetahui kepastian hak perempuan 
dan laki-laki dalam sistem pewarisan 
pada masyarakat adat di Desa Barang 
Kecamatan Cibal Kabupaten 
Manggarai harus diuraikan sejak awal 
dari proses kelahiran anggota baru di 
dalam keluarga. Pada saat kelahiran 
anggota keluarga baru maka ada 
tradisi dimana saat anak dilahirkan, 
maka salah satu orang dalam keluarga 
yang sudah ditujuk harus keluar rumah 
atau tempat bersalin dan memukul 
dinding dari luar rumah atau tempat 
bersalin sebanyak tiga kali dan sambil 
bertanya dalam bahasa Manggarai 
yang khas, ata one ko ata pe’ang yang 
artinya (orang dalam atau orang luar); 
atau sebaliknya ata pe’ang ko ata one 
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yang artinya juga (orang luar atau 
orang dalam), keluarga yang berada di 
dalam rumah atau kamar bersalin itu 
menjawab sebanyak tiga kali juga.  

Proses kelahiran dimaknai 
sebagai suatu bentuk pengukuhan, 
deklarasi atau sebagai sumpah 
pertama tentang status kedudukan 
anak dalam keluarga karena ini terkait 
pada sistem patrilineal di masyarakat 
adat di Desa Barang, Pengukuhan 
atau sumpah yang diberikan pada bayi 
yang baru lahir berkonsekuensi pada 
status/ kedudukan hukum anak 
perempuan atau laki-laki. Perempuan 
yang dikukuhkan sebagai ata pe’ang 
(orang luar) secara hukum adat tidak 
berhak atas warisan karena dia tidak 
lagi tinggal bersama orang tuanya dan 
mengikuti suaminya. Sebaliknya anak 
laki-laki yang dikukuhkan sebagai ata 
one (orang dalam) mendapat hak atas 
warisan karena setelah menikah dia 
tetap tinggal bersama orang tuanya. 
masyarakat adat di Desa Barang 
hingga saat ini masih mengikuti 
kentalnya tradisi-tradisi adat yang 
diberlakukan dulu, dalam hak sebagai 
ahli waris dalam keluarga ata one 
mempunyai hak penuh atas segala 
harta yang dimiliki ayahnya, dalam 
pemberian warisan anak laki-laki 
biasanya mendapatkan berupa benda 
tidak bergerak seperti tanah, rumah 
dan juga benda bergerak berupa 
hewan, kendaraan roda dua dan roda 
empat. 

Dalam pembagian harta warisan 
di Desa Barang ini, misalnya dalam 
satu keluarga tidak memiliki anak laki-
laki, berarti dalam pembagian harta 
warisan itu diberikan kepada kepada 
anak perempuan. Dimana anak 
perempuan tersebut yang berhak atas 
warisan tersebut, khususnya kepada 
anak perempuan yang bungsu, tetapi 
dari keberterimaan harta warisan untuk 
anak perempuan tersebut dia bukan 
berstatus sebagai ahli waris. Yang 

disebut berstatus sebagai ahli waris 
adalah anak laki-laki karena pada 
masyarakat di Desa Barang tersebut 
menganut sistem patriarki yang 
mengikuti garis keturunan Bapak. 
Dimana dalam pembagian harta 
warisan tersebut diberikan kepada 
anak laki-laki yang mana anak laki-laki 
adalah berstatus sebagai ahli waris.   
  

2. Ada Keberterimaan Kaum Sistem 
Pembagian Warisan di Desa Barang 
Kecamatan Cibal Kabupaten 
Perempuan Terhadap Manggarai 
 

Sistem pembagian waris melalui 
kekerabatan patriarkhi yang 
menekankan bahwa ahli waris itu 
adalah anak laki-laki, sehingga anak 
perempuan tidak dapat mewarisi dan 
tidak berstatus sebagai ahli waris. 
Namun demikian berdasarkan 
wawancara yang penulis lakukan pada 
beberapa responden termasuk tokoh 
masyarakat adat di Desa Barang, 
ternyata anak perempuan itu ketika 
sudah kawin sering diberikan sesuatu 
oleh orang tuanya “Widang”. Namun 
pemberian itu bukanlah di sebabkan 
oleh karena anak perempuan itu 
berstatus sebagai ahli waris, tetapi 
karena belaskasihan oleh orang 
tuanya kepada anak perempuannya 
yang akan melaksanakan perkawinan. 
Dalam hukum adat di Desa Barang 
pemberian ini disebut “Widang” yang 
artinya pemberian harta warisan dari 
orang tua terhadap anak perempuan 
sebagai tanda bukti kasih sayang 
mereka terhadap anak perempuanya.  

Pembagian harta waris pada 
masyarakat di Desa Barang ini sudah 
ada keberterimaan kaum perempuan, 
dimana anak perempuan sudah terima 
atas harta waris namun pemberian 
harta waris tersebut bukan maksud 
anak perempuan disebut sebagai ahli 
waris. Karena pada masyarakat adat di 
Desa Barang ini menganut sistem 
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Patrilinealyang mengikuti garis 
keturunan Bapak. Pemberian harta 
waris terhadap anak perempuan pada 
masyarakat di Desa Barang ini disebut 
“widang” yang artinya pemberian 
sesuatu dari orang tua terhadap anak 
perempuanya sebagai bukti tanda 
kasih sayang merekaterhadap anak 
perempuanya.  

Anak perempuan yang belum 
menikah yang oleh karena sesuatu 
hal, bahkan sampai bersuia tua dia 
tidak kawin dia tidak berstatus sebagai 
ahli waris juga, yang artinya dia tidak 
mendapatkan harta benda dari orang 
tuanya sebagai konsekuensi dari harta 
warisan. Namun demikian wawancara 
yang saya lakukan bahwa anak 
perempuan yang tidak terima atas 
harta warisan di Desa Barang 
mempunyai arti penting bagi 
keluarganya, yang mana dalam 
pemberian harta waris kepada anak 
perempuan (Widang) yang artinya 
pemberian harta warisan dari orang 
tua terhadap anak perempuan sebagai 
tanda kasih sayang mereka terhadap 
anak perempuanya. Contoh berupa 
rumah, kemiri, cengke, kelapa, dll.  

Pembagian harta waris pada 
masyarakat di Desa Barang, yang 
mana kalau dalam satu keluarga tidak 
mempunyai keturunan baik anak laki-
laki maupun anak perempuan, yang 
mana nanti harta warisan tersebut 
akan diberikan kepada saudara 
terdekat dalam sistem patriarki. Biar 
ada keberterimaan anak perempuan 
terhadap harta warisan dari orang 
tuanya, baik itu harta warisan yang 
diberikan karena tanda kasih sayang 
mereka terhadap anak-anak 
perempuanya, akan tetapi anak 
perempuan itu bukan disebut sebagai 
ahli waris.  

Dalam budaya masyarakat adat 
di Desa Barang Kecamatan Cibal 
Kabupaten Manggarai, sistem 
kekerabatan bersifat patrilineal dan 

dibangun atas dasar pernikahan. 
Kesepakatan untuk menikah dan 
membentuk keluarga disebut pada 
masyarakat adat di Desa Barang 
kaeng kilo (hidup bersama). 
Pembagian    harta warisan sekarang 
bukan hanya anak laki-laki saja yang 
berhak atau menerima warisan 
tersebut, tetapi ada juga sebagian 
kaum perempuan yang mendapatkan 
harta warisan tersebut, memang dulu 
harta warisan tersebut hanya diberikan 
kepada anak laki-laki saja. Karena 
mereka menganggap bahwa anak laki-
laki yang bisa meneruskan keturunan, 
atau mereka menganggap bahwa anak 
laki-laki saja berhak atas warisan 
tersebut.  

Status anak laki-laki pada 
masyarakat adat di Desa Barang 
mempunyai kedudukan yang sangat 
penting dan dihargai dalam keluarga 
oleh anak perempuan dalam berbagai 
urusan adat baik dalam perkawinan 
maupun dalam peristiwa kematian. 
Pembagian harta warisan antara anak 
laki-laki dan perempuan di Desa 
Barang ini masih menggunakan sistem 
keturunan dari Bapak, yang di mana 
semua harta warisan diserahkan 
kepada anak laki-laki saja. Sedangkan 
anak perempuan tidak diberikan harta 
warisan, karena masyarakat di Desa 
Barang ini menganggap bahwa anak 
perempuan kalau sudah menikah 
mengikuti keluarga suaminya. Pada 
masyarakat adat di Desa Barang 
Kecamatan Cibal Kabupaten 
Manggarai ini, dimana ada 
keberterimaan oleh kaum perempuan 
terhadap pembagian harta warisan dari 
orang tuanya.  
 
SIMPULAN DAN SARAN 
 
Kedudukan perempuan dan laki-laki 
dalam sistem pewarisan pada 
masyarakat adat di Desa Barang 
adalah bahwa anak laki-laki yang 
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berstatus sebagai ahli waris 
berdasarkan sistem patriarkhi di Desa 
Barang, dalam proses kelahiran bisa 
dimaknai sebagai satu bentuk 
pengukuhan, deklarasi atau menjadi 
sumpah tentang status kedudukan 
anak dalam keluarga pada saat 
dilahirkan. Berdasarkan hukum adat 
pada masyarakat adat di Desa Barang 
anak perempuan ata pe’ang menjadi 
(orang luar) dikarenakan anak 
perempuan berusia dewasa dan 
menikah pasti keluar mengikuti 
keluarga suami dan laki-laki ata one 
menjadi (orang dalam) yang mana 
dimaksud adalah laki-laki sebagai 
penerus keturunan dalam keluarga 
yang berhak mendapat warisan.  

Pembagian harta warisan pada 
masyarakat adat di Desa Barang, 
dimana kaum perempuan (ata pe’ang) 
sudah berhak atau sudah 
keberterimaan terhadap pembagian 
harta warisan, Keberterimaan 
perempuan terhadap harta waris itu 
bukan maksud perempuan disebut 
sebagai ahli waris karena pada 
masyarakat di Desa Barang menganut 
sistem Patriarki. Anak perempuan 
yang tidak terima atas harta waris 
pada masyarakat adat di desa Barang 
mempunyai arti penting bagi 
keluarganya, yang mana dalam 
pemberian harta waris kepada anak 
perempuan “Widang” yang artinya 
pemberian harta warisan dari orang 
tua terhadap anak perempuan sebagai 
tanda kasih sayang mereka terhadap 
anak perempuanya. Semoga 
kedepannya: (1) Pembagian harta 
warisan secara adat seharusnya tidak 
membedakan kedudukan antara anak 
laki-laki dan perempuan, diharapkan 
kedepannya laki-laki dan perempuan 
mendapatkan hak yang sama dalam 
pewarisan adat pada masyarakat di 
Desa Barang. (2) Keberterimaan kaum 
perempuan terhadap pembagian harta 
warisan pada masyarakat adat di Desa 

Barang ini semoga kedepannya seperti 
ini terus, biar antara anak laki-laki dan 
perempuan dalam pembagian harta 
warisan sama-sama mendapatkan 
bagian, dan seharusnya bisa lebih adil 
sehingga hak antara anak laki-laki dan 
perempuan mempunyai hak yang 
sama.  
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